BAB IV
TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PRAKTEK PENANAMAN MODAL
DI PULAU MANDANGIN

A. Tinjauan hukum Islam terhadap praktek penanaman modal

dan bagi hasil juragan dengan pandegs.

Ajaran Islam merupakan suatu sistem ajaran yang
terkait antara urusan keduniaan dan urusan keakhiratan
serta dikenal sebagai suatu sistem ajaran yang universal

dan totalitas.

Salah satu bukti ajaran yang menyangkut  urusan
keduniaan (hubungan manusié dengan manusia) yang terkait
pula dengan upaya pengabdian kepada Allah SwT. a d a lah
pelaeksanaan muamalah yéng diatur secara mujmal (ketentuan
garis besar saja). Adapun ketentuan secara t a ps i1 i

(rinci) banyak diserahkan kepada kebijaksansan manusia .

Islam membenarkan kepada ummatnya berdagang d a n
berusaha secara perseorangan, membenarkan pula penanaman
atau penggabungan modal dan tenaga dalam bentuk perkongsi
an (syirkat) kerja yang berbagai bentuk.

Pada prinsipnya setiap usaha dan pekerjaan yeng

menguntungkan seseorang dan masyarakat yang dapat ter -
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golong halal den mengandung kebaikan ditekankan a d a nya
bentuk kerja sama dan kegotongroyongan. Firman Allah SwT.

\ V- | . . o w l. -
ydalla YU 53\ Y 5l S0l dely sl
Artiﬂ%gn:tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) ke -

baikan den taqwa den jangan tolong menolong delam ber
buat dosa dan pelanggaran...." (al-Qur'an 5:2)

Tanpa adanya kerja sama manusia tidak akan sanggup
mengangkat suatu barang yang berat dengan tenaga sendiri,
akan tetapi menjadl ringan dan mudah berkat usaha k e r -
Ja sama dengan orang lain. Maka demikian juga dalam mem -
bina suatu usaha kerja diperlukan pula perkongsian. Dalam
hukum Islam hal tersebut dikenal dengan istilah syirkah ,
mugarabah seperti yang telah dijelaskan dalam bab II.

Islam tidak hanya membenarksn adanya kerja s a m a
melainkan juga memberikan dorongan dan pengarshan agar
kerje sama itu berjalan pada jalan yang lurus, garis iman

dan taqwa, diberkahi dan diridai Allah SwT.

Pengarahan ysng diberikan Islam guna meluruskan
kerjasama karena basnyek diantara oreng-orang yang me -
lakukan kerja sema mengkhienati rekannya. Hal ini dising-

gung dalam al-Qur'an surat Sad ayat 24 :
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Artinya :
"...Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang
berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim _kepada
sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman
dan mengerjakan amal saleh; dan amat sedikitla mereka
ini" (Papartemin Agama R.I. 1985:735).

Bengan demikian dapat dipastikan kegiatan kerja
sama dalam usaha penanaman modal dan bagi hasil di pulau
Mandangin yang didasarkan atas kekeluargaan dan kegotong-
royongandapat dibenarkan hukum Islam selama tidak a d a

salah satu dari mereka yang berkhianat dan berbuat zalim. -

Selanjutnya bagaimana tinjauan hukum Islem tentang
praktek penanaman modal dan bagi hasil yang dilakukan o -
leh juragan dengan pandega di pulau Mandangin ?

Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab sebelumnya
tentang praktek penanaman modal dan bagi hasil y an g
mayoritas pelaksanya adalah orang-orang Islam, m a k a
kegiatan tersebut dapat diidentifikasikan dengan norma -
norma muamalah menurut hukum Islam sebagai berikut

1. Kerja sama antara juregan dengan pandega.

Bilse dilihat dari kerja sama yang bermodalkan
tenaga dan keahlian yang dimiliki oleh para pandega maka
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bentuk kerja sama ini dapat digolongkan sebagai " syirkah

abdan ",

Apabila dilihat dari pihak juragan yang bermodal-
kan peralatan dan biaya, disamping itu juga bermodal tena
ga, maka bentuk ini tergolong sebagai "syirkah *inan".

Oleh karena itu kerja sama antara juragan dengan
pandega tersebut adalah bentuk perpaduan antara "syorksh

abdan" dan "syirkah tinan",
2. Prosentase pembagian hasil

Pembagian hasil nelayan antara juragan dan pandega
di pulau Mandangin seperti tersebut dalam bab III memakai
sistem prosentase yaitu; untuk bagian Juragan (50%) dari
penghasilan, hal yang demikian lazim disebut "poragan" .
Sedangkan yang 50 % lagi bagian pandega dan masing-masing
pandega mendapat bagian sesuai dengan perjanjian,akad dan
kedudukannya masing-masing. Bagian pandega lazim disebut

"garatan".

Bila diamati dari sisi keseimbangan dan r a s a
keadilan, maka sistem pembagian tersebut cukup adil d a n

dapat dibenarkan oleh hukum Islam.

Islam dapat membenarkan praktek pembagien hasil

tersebut karena adanya unsur keadilan dan edanye a k a 4
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perjanian, sesuai dengan firman Allah dalam surat al -

Maidah ayat 1 :
w b \ . \ * \\ . \ * l
Vo ,Qgs ’ ‘Q,J
Artinya : ( »\l) > \,3‘93 j""\f’” L
"Hai orang-orang yang beriman penuhilah aqad-aqad itu
Qooon (DeptoA.gama RI. 1985:156)0

Juga berdasarkan hadis Nabi :

‘ Y ‘ ‘ w‘b Rl o . \
lJtJf:t;k>n’ lek?'f};>-\J-*:bJb‘leQLrA*h2£WJ"!LJ‘L:;...
Artinysa :
"...dan orang-orang Islam (wjib) berpegang dengan sya
rat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan

yang halal atau menghalalkan yang haram" (Subulus Sa-
lam III:59).

Kebiasaan yang sudah dikenal dan sudah mentradisi
delam kehidupan suatu masyarakat sebagaimana diuraikan di

atas dalam ilmu Usuhl Figh dikenal istilah " al- 'Urf " .

Untuk menentukan hukum suatu *urf yang ada dalam
suatu masyarakat perlu diketahui terlebih dahulu unsur -
unsur yang terkandung didalamnya, disesuaikan d e n g a n
unsur macam-macam 'urf sebagai berikut

1. 'Urf gahih : Segala sesuatu yang dikenal oleh umat
manusia yang tidak berlawanan dengan dalil syara'

dalam arti tidak menghalalkan yang haram den tidak
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menggugurkan kewajiban.

2. 'Urf Fasid : Segala sesuatu yang sudah dikenal,
akan tetapi bertentangan dengan dalil syara' dalam
arti menghalalkan yang haram dan menggugurkan ke -

wajiban.

Hal tersebut juga dikenal dengan istilah"H u k um
a d a t"., Muamalah dengen memakai adet istiadat itma depat
dibenarkan oleh Islam berdasarkan kaidah hukum Islam :

49&:904’ o DL_R“
Artinya :

"Adat (kebiasaan) itu diakui sebagai dasar hukum".
(As-Suyuti, Al-Asybah wa al-Nadair, hal.63).

Walaupun demikian seperti halnya kaidah 'urf, ka -
idah ini (adet) perlu diberi catatan : "Selama @ a d a t
tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip al-Qur'an d a n

al-Hadis.

Dengan demikian tradisi penanaman modal dan bagi
hasil yang dilakukan oleh juragan dengan pandega di pulau
Mandangin hukumnya sah dan dibenarkan oleh hukum Islam |,
karena kegiatan tersebut didlamnya tidak terdapat unsur -

unsur yang bertentangan dengan dalil-dalil syara'.

B. Tinjauan hukum Islam tentang utang-piutang bersyarat
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Utang-piutang merupakan hal yang kadang - kadang
diperlukan dalam hidup sehari-hari, maka Islam memberikan
peraturan-peraturan mengenai masalah ini. Islam menganjur
kan orang yang mampu agar mau memberikan pertolongan pada
saudara-saudaranya yang memerlukan. Memberikan pinjaman
uang ateu barang mempunyai nilai kebaikan yang berpahala
di sisi Allah SwT. Memberi utang kepada orang yang memang
benar-benar memerluken, bernilai sebagai amalan ibadah

den bernilai kemanusiaan yang amat tinggi.

Dengan menitik beratkan pada "memberi pertolongan"®
itu dapat difahami bahwa utang piutang menurut ajaran
Islam tidak dibenarkan bersifat memberatkan pihak yang
berutang, bahkan berkecendrungan untuk memberi kelonggar-

an apabila orang yang berutang benar-benar tidak mampu .

Islam memberi nilai positif kepada orang yang mem-
beri utang dengan motif memberi pertolongan itu. Islampun
tidak mencela tindakan orang yang berutang, karena ber -
utang tidek termasuk perbutan minta-minta yang dicela me-
nurut ajaran Islam sebab orang yang berutang me n e r i
m a harta benda dari orang lain untuk dimanfaatkan guna
memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dengan maksud akan mem -
‘bayar kembali gantinya pada waktu mendatang, apabila ia
punya. Oleh sebab itu Islam menganjurkan pula agar orang
yang berutang jangan lalai jika ia berkelapangan untuk

membayar kembali utangnye supaya segera dibayar d a n
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Jangan ditangguh-tanggukan. Menangguhkan pembayaran utang
bagi orang yang telah berkemampuan merupakan salah satu

macam tindakan penganiayaan,

Ada beberapa faktor yang mendorong orang berhutang
antara lain :

a. Keadaan darurat; karena kesulitan hidup sehingga
terpaksa berutang atau meminjam dari orang lain.

b. Kecedrungan untuk menikmati kemiwahan, Melihat
orang lain memiliki barang-barang mewah, maka hati
pun tergoda untuk ikut memilikinya. Karena tidek
punya uang maka dipaksakan juga untuk membelinya
dengan cara berutang.

c. Akibat kalah judi lalu seseorang berusaha menebus
kekalahannya dengan jalan meminjam uang untuk me-

neruskan perjudiannya dengan harapan menang. (Dr.
H.Hamzah Ya! qub, 1984:21121%0

Dengan akibat-akibat buruk yang ditimbulkan oleh
kebiasaan berutang, make dianjurkan untuk tidak bersikap

boros, sesuai dengan petunjuk Allah SwT. dalam al-Qur 'an
surat al-Isra' ayat 26-27 ;

e

V-~ o S .
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Artinya : (Y- V¥ SJ.MS‘)....
"...dan janganlah kamu menghambur-hamburkan(hartamu )
secara boros., Sesungguhnya pemboros-pemboros itu ada-

lah saudera-saudara syaitan...." (Dept.Agama RI. 1985
:428).
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Dalam kaitannya dengan praktek utang-piutang yang
dilakukan oleh juragan dan pandega di pulau Mandangin
seperti yang telah dijelaskan dalam badb yang sebelummya
maka lebih Jjau dapat dibuktiken, bahwa kegiatan utang -
piutang tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam
bila memperhatikan bahwa :

Menurut hasil wawancara dengan juragan yang di -
konfirmasikan dengan hasil wawancara dengan para pandega
tentang keharusan (tidak boleh tidak) pandega yang ber-
utang menjadi terikat sebagai juragan tetap (itdak boleh
ikut juragan lain), hal itu tidak pernah diucapkan oleh
kedua belah pihak sebagal persyaratan utang-piutang.

Pada dasarnya pemberian utang tersebut tidak meng-
ikat pandega untuk menjadi pandega tetap,a k a n tetapi
sebagal orang yang tahu membalas jasa tentu saja merasa
sungkan untuk mengikuti juragan lein. dengan demikian
bentuk utang-piutang yang dilakukan juragan dan  pandega
tersebut tidak termasuk katagori uteng-piutang bersyarat.

Dari uraian diatas dapat difahami bahwa; perasaan
psycologis tidak depat dikatagorikan sebagai syarat, akan
tetapi hal yang demikian merupakan kesadaren diri sebagai

makhluk sosial.

Mengenai utang-piutang bersyarat juga dibenarkan

dengan syarat ada perjanjian dan persetujuan yang tidak



75

merugikan kedua belah pihak, kecuali jika perjanjian yang
bertentangan dengan syara' maka perjanjian itu tidek sah.
Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, at -
Tirmizi, Ibnu Majah, Hakim dan Ibau Hibban :

Updas 2ol 330 £ A0 B b 3l L)
Artinya : '”'JOSE)QJDF4;¢&E

"Perdamaian (persetujuan) diantara orang-orang Islam
adalah boleh, kecuali persetujuan yang mengharamkan
yang halal atau menghalalkan yang haram dan muamalah
orang-orang Islam berdasarkan kepada syarat - syarat
mereka...." (Subulus Salam III:59).

Hadis tersebut dikuatkan dengan firman Allsh :

(22500 - 2985k (999N gea 10 Mgl
Artinya :

"

Hal orang-orang yang beriman, penuhilah aqad - aqad
itu (perjanjian mencakup; jenji prasetia hamba kepada
Allah den perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam
pergaulan sesamanya" (Dept.Agama RI.al-Qur‘'an dan Ter
jemahnya,1985,hal.156).

C. Tinjauan hukum Islam terhadap praktek '"malar" dan

ketentuan "satos-sapolo".

Sudah merupakan hal yang umum dalam suatu ussha
perkongsien masing-masing pihak sama-sama menginginkan
keuntungan. Nemun jika dibiarkan tanpe adanya aturan yang

mengaturnya niscaya eakan m2nimbulkan suatu kegoncangean
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dan ketidak setabilan dalam tata kehidupan perekonomian
masyarakat, Disinilah peran hukum Islam dibutuhkan dalam
upaya menanggulanginya dengan ketentuan yang telah diatur
dalam al-Qur'an dan as-Sunnah atau dalam kitab-kitab Figh

karya 'Ulama‘* dan Imam-imem mujtaehid.

Salah satu sistem muamalah yang dikénal dalam
hukum Islam adalah "muqarabah", yaitu kesepakatan kerja
sama perdagangan, satu pihak menyerahkan uangnya sebagai
modal sedang pihak yang lainnya mengerahkan tenaganya se-
bagai andil. Sedangkan keuntungan dan kerugiannya untuk
kedua belah pihak yang bersekutu menurut kesepakatan yang
diadakan bersama.

Fuqaha' telah sepakat bahwa mudarabah hukumnya ada
lah jaiz (boleh). Rasulullah saw. sebelum tugas men -
jadi Rasul telah melakukan mudarabah dengan Khadijah ra .

Dengan demikian praktek penanaman modal "mudarabah”
itu sudah dikenal di masa sebelum Islam yang kemudian di
turunkan syari'at Islam membenarkannya, kemidian diprak -

tekkan terus di zaman Rasululleh saw. sampai sekarang.

Allah menganugrahkan kemampuan yang berbeda - beda
iantara manusia, dengan demikian apebila kemampuan 1itu
digabung ak=an membuashkan hasil yang lebih mer tungkan.
Separti yang terdapat di pulau Mandangin pedagang d a n
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nelayan yang mengadakan perserikatan kerja saling memberi

kan keuntungan diantara mereka.

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya
tentang praktek "malar" dan ketentuan "satos-sapolo" yang
dilakukan oleh pedagang den juragan nelayan. Maka dalam
bab ini mengadakan penilaian menurut hukum Islam terhadap

masalah tersebut.

Telah dimaklumi bahwa praktek "malar" dan adanya
ketentuan "satos-sapolo" yang dilakukan oleh pedagang den
Juragan nelayan di pulau Mandangin adalah memakai sistem
bagi hasil yang didasarkan atas persetujuan dengan keten-
tuan sepuluh persen untuk pemalar (penanam modal) d a r {1
penghasilan juragan (penerima modal). Sistem bagi  hasil
di bidang perikanan ini merupakan hal yang baru, artinya
dalam priode Rasulullah tidak pernah terjadi. Ini berarti
Rasulullah tidak pernah menetapkan status hukumnye, namun
walaupun demikian beliau pernah melakukan kerja sama yang
memakai sisyem mugarabah dan dapat diketahui juga d a r 1
berbagai kitab Figh bahwa beliau juga permah melakukean
kerja sama dengan sistem bagi hasil tanah pertanian yang

dikenal delam ilmu Fiqh dengan istilah "muzara'ah".

Bila ditinjau dari segi obyek yang dihasilkan dsri
peristiwa hukum di atns jelas terdapat perbedaan,walaupun

demikian dapat juga ditarik beberapa persamaan illatnya :
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1. Adanya kerja sama antara dua pihak dalam perusahaan
yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan bersama.
2. Bagian masing-masing pihak sudah diketahui,k a r e n a

sudah ditentukan sebelumnya.

Oleh karena praktek penanaman modal diatas mem-
punyai beberapa kesamaan illat, maka ketentuan hukum po -
kok praktek penanaman modal "malar" dan ketentuan "satos-

sapolo" hukumnya adalah mubah (boleh).

Menyamakan suatu peristiwa yang tidak ada dasar
hukumnya pada suatu kejadian yang sudah ada ketentuan nas
yang mengaturnya, oleh sebab diantaranya ada persamaan
illat. Hal yang demikian dalam ilmu Ugul Fiqh dikenal
istilah qiyas.

Kehujahan qiyas sebagai dasar hukum adalah ber -

dasrkan firman Allah dalam al-Qurtan suret an-Nisa' 59

ﬁ3‘$5‘ S \)\y‘*:;& PEARL 2" b N b laa,
e JJJJ}‘, AL“}‘,D;SVZBJ}\E,\S T TSN

Artinya

"Hai orang-oreng yang beriman, ta‘'atilah Allah d a n
tatatilah Rasul (liya) dan ulil amri diantara k a = u.
Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu
maka kembalikanlah ia kepada Allah (sl-Qur'an) d a n
Rasul (sunnahnya),...." (Dept.Agama RI.1985:128).

Tidaklah diragukan lagi bahwa menghubungkan sesua-
tu yang ada hukumnys dalem nas dengen yang tidek a d a
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ketentuannya dengan menarik persamaan illatnya berarti me

ngembalikan sesuatu kepada Allah dan RasulNya.

Berdasarkan ursian tersebut, maka praktex " malar"
dan ketentuan "satos-sapolo" yang dilakukan pedagang dan
juragan nelayan di pulau Mandangin dapat dibenarkan oleh
hukum Islam.



